LURAH SIDOHAR]JO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHAR]JO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOHAR]JO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Mengingat

Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo
Nomor 4 Tahun 2023;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44;



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terahir
dengan undang -undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100.3.2.2/ 6149/ BPD Hal Kode Rekening Belanja
Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari
Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang
Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010 Nomor 2);;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun2019 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran
Deerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017
tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kab. Gunungkidul Thn 2018 No. 80);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019
tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian
Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2019 Nomor 26);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2020 Nomor 105);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2023 Nomor );
Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa
Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa

Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo
Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa
Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa
Maju Bersama Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun2021 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran
Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023

Nomor 4);

Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita
Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 7);



Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

Menetapkan

dan

LURAH SIDOHAR]JO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp. 4.112.382.677
2. Belanja Kalurahan Rp. 4.175.725.829
Surplus/(Defisit) Rp. (63.343.152)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. PenerimaanPembiayaan Rp. 103.343.152

b. PengeluaranPembiayaan Rp. 40.000.000

Selisih Pembiyaan ( a - b) Rp. 63.343.152

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b. daftar penyertaan modal (jika tersedia};

c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya (jika ada).



Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan.

Pasal 5

A. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak.

B. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakananggaran jenis belanja tidak terduga.

C. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan

Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

D. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kriteria:

1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

2)tidak diharapkan terjadi secara berulang;

3)berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Kalurahan;

4)memiliki dampak yang signifikan terhadap
anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/
atau permasalahan sosial; dan

5)berskala lokal Kalurahan.



Pasal 6

Dalam hal terjadi:

A penambahan  dan/  atau pengurangan  dalam
pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

B. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar objek belanija;

C. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah; dan/ atau

D. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun
sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan
dilaksanakan dalam tehun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan

dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan

memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan
Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam
Lembaran Kalurahan Sidoharjo

Ditetapkan di Sidoharjo
_-pada tanggal 29 Desember 2023
NRUAMLT

/

7

Diundangkan di Sidoharjo S Py
pada tanggal 29 Desember 2023
(@

’

HERU EKO SUSILO
LEMBARAN KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 5



LAMPIRAN

PERATURAN KALURAMAN 810OMARIO
NOMOR & TAMUN 2029
THNTANG

ANGOARAN PENDAPA AN DAN BELAMIA OF 6/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELAN.IA DEAA
PEMERINTAN KALURAHAN SINOHAR.IO

TAHUN ANGOARAN 2024
Jonis APQDoR ¢ APRDos Awal
KODE REK URAIAN A“?;:"::'"" KRTERANOAN
o - 2 i K R
| I‘ENDAI‘ATAN -
41 Pendapatan Anll Dosn 240.700.000,00
42 Pendapatan Tranater 3.060.504.000,00
K Pendapatan Lain-latn 4.100.077,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.112,302.077,00
5, BELANJA
RN Betanja Pegawil 001.660,364,00
52 Belanja Barang dan Jasa 2.117.152 465,00
53 Belanja Modal 122.865.000,00
54 Belanjo Tidak Torduga 163.850.000,00
JUMLAH BELANJA 4.176,726.829,00
SURPLUS / (DEFISIT) (63.342,162,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1 Penetimaan Pembiayaan 103.343,152,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 7 10334315200
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa T 4 6',000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 63.343.162,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

= !d;ilqurjp, 29 Desember 2023
LURA#H -

Vi NUR/cAHYAm. siP

DI =70 15 22

Halaman 1




LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal
RElI<<C|;z|IENG URAIAN ANG(GRAPR’)AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 249.709.000,00
4.2, Pendapatan Transfer 3.858.504.600,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 4.169.077,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.112.382.677,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2.004.248.207,00
11 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.111.357.807,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 46.800.000,00 | ADD, PBH
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai 46.800.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 724.165.000,00 | ADD, PBH
1.1.02 | 5.1 Belanja Pegawai 724.165.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 49.915.584,00 | ADD
1.1.03 | 5.1 Belanja Pegawai 49.855.584,00
1.1.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000,00
1.1.04 gedr%ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 143.691.803,00 | ADD, PAD, PBH
1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 143.691.803,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 60.450.000,00 | ADD, PAD
1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 60.450.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 8.057.380,00 | ADD, PBH
m, Listrik dll)
1.1.06 | 5.1. Belanja Pegawai 597.780,00
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.459.600,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 41.378.040,00 | ADD, PAD
1.1.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 41.378.040,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 36.900.000,00 | DDS
a
1.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 76.509.000,00
12,01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 16.500.000,00 | PAD, PBH
1201 | 53. Belanja Modal 16.500.000,00
1.2.03 ;embangunan/RehabiIitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** 13.365.000,00 | DDS, PAD
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RET(EEIIIENG URAIAN ANG(GRAPR)AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5

1.2.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.365.000,00

1.2.90 Pengadaan Peralatan Kerja 17.000.000,00 | PAD

1.290 | 5.3. Belanja Modal 17.000.000,00

1.2.94 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.000.000,00 | PAD

1294 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.2.95 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja 5.000.000,00 | PAD

1295 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.2.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 21.644.000,00 | PAD, PBH

1299 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.144.000,00

1.2.99 | 5.3. Belanja Modal 500.000,00

1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 8.400.000,00
dan Kearsipan

1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.370.000,00 | DDS

1.3.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.370.000,00

1.3.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 4.840.000,00 | PBH

1.3.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.840.000,00

1.3.03 | 5.3. Belanja Modal 3.000.000,00

1.3.90 Penyusunan Monografi Desa 1.050.000,00 | PAD

1.3.90 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00

1.3.91 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin 1.140.000,00 | DDS

1391 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 92.014.400,00
dan Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 6.870.000,00 | PBH
Reguler)

14.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.870.000,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 4.830.000,00 | PBH

1.4.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.830.000,00

1.4.04 PerB/usunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 9.630.000,00 | PBH
J

14.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.630.000,00

1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 9.750.000,00 | DDS

1.4.05 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00

1.4.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan 2.010.000,00 | PAD
gan)

1.4.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 670.000,00 | PBH
arakat

1.4.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 670.000,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 35.059.400,00 | DDs

1.4.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 35.059.400,00

1411 Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam 14.030.000,00 | PBH
Mengikuti Lomba Desa

1411 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.030.000,00
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KODE

ANGGARAN

REKENING URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 5

1.4.95 Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam 9.165.000,00 | PAD

1495 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.165.000,00

15. Sub Bidang Pertanahan 715.967.000,00

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.690.000,00 | PAD

15.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.690.000,00

1.5.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 711.277.000,00 | PBP

1599 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 336.482.000,00

1599 | 5.3. Belanja Modal 374.795.000,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 822.068.000,00

2.1. Sub Bidang Pendidikan 74.482.000,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des 35.920.000,00 | DDS
a (Honor, Pakaian dll)

2.1.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 35.920.000,00

2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B 7.360.000,00 | DDS
aca)

2.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00

2.1.08 | 5.3. Belanja Modal 1.560.000,00

2.1.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 31.202.000,00 | DDS

2.1.09 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.202.000,00

2.2. Sub Bidang Kesehatan 360.621.000,00

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 47.880.000,00 | DDS
KB, dsb)

2201 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 47.880.000,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 74.470.000,00 | DDS

2202 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 74.470.000,00

2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka 9.770.000,00 | DDS
der Kesehatan dll)

2.2.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.770.000,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 53.900.000,00 | DDS

2.2.04 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00

2.2.04 | 5.3. Belanja Modal 9.500.000,00

2291 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 10.600.000,00 | DDS

2291 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00

2.2.92 Pembinaan taman obat keluarga (Toga) 101.961.000,00 | DDS

2292 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 101.961.000,00

2.2.94 Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD 24.240.000,00 | DDS

2294 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 24.240.000,00

2.2.98 Insentif kader kesehatan/KB 37.800.000,00 | DDS

2298 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.000.000,00

2.3.08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 3.000.000,00 | DDS

2.3.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
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2.4, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 13.780.000,00

2.4.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mili 13.780.000,00 | DDS
k Desa **)

2417 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.780.000,00

2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.505.000,00

2.5.91 Pengelolaan Wana Desa 8.505.000,00 | DDS

2591 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.505.000,00

2.8. Sub Bidang Pariwisata 361.680.000,00

2.8.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 78.400.000,00 | DDS

2.8.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 78.400.000,00

2.8.90 Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata 247.280.000,00 | DDS

2.8.90 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 247.280.000,00

2.8.92 Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah 36.000.000,00 | PBH
raga oleh pemerintah kabupate

2892 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 179.282.622,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 12.881.037,00
Masyarakat

3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala 5.540.000,00 | PAD
Lokal Desa

3.1.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.540.000,00

3.1.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 2.650.000,00 | DDS

3.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00

3.1.93 Pembinaan Jaga Warga 4.691.037,00 | DLL

3.1.93 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.691.037,00

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 39.450.000,00

3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3.900.000,00 | DDS

3.201 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00

3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU 4.250.000,00 | PBH
T RI, Raya Keagamaan dll)

3.203 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00

3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa 5.300.000,00 | PBH
n Milik Desa

3.204 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00

3.291 Pengembangan kehidupan sosial keagamaan 18.200.000,00 | PBH

3.291 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00

3.2.95 Pembinaan lembaga desa pelestari adat 3.900.000,00 | PBH

3.295 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00

3.2.96 Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya 3.900.000,00 | PBH

3.296 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 55.580.000,00

3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 44.050.000,00 | PBH

3.3.03 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 44.050.000,00
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3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 2.990.000,00 | PBH

3.3.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.990.000,00

3.3.90 Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 4.250.000,00 | PBH

3.3.90 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00

3.3.93 Operasional Karang Taruna 4.290.000,00 | PBH

3.393 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.290.000,00

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 71.371.585,00

3.4.03 Pembinaan PKK 3.020.000,00 | PBH

3.4.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00

3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3.440.000,00 | PBH

3.4.04 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00

3.4.91 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 4.800.000,00 | DDS

3491 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

3.4.92 Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK 3.322.960,00 | DDS
PK Desa)

3492 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.322.960,00

3.4.94 Pembinaan RT/RW 17.460.000,00 | PAD

3494 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 17.460.000,00

3.4.95 Operasional LPMD dan/atau LPMP 15.980.000,00 | PAD

3495 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.980.000,00

3.4.96 Operasional PKK 18.848.625,00 | PBH

3.4.96 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.848.625,00

3.4.99 Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 4.500.000,00 | PBH

3.499 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.016.277.000,00

4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 750.000.000,00

4.1.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 750.000.000,00 | PBP

4199 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00

4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 150.932.000,00

4.2.92 Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan 150.932.000,00 | DDSs

4292 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 150.932.000,00

4.4, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 10.670.000,00
Keluarga

4.4.92 Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa 5.070.000,00 | DDS

4492 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00

4.4.96 Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja 2.800.000,00 | DDS

4496 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00

4.4.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A 2.800.000,00 | DDS
nak dan Keluarga

4499 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00

4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 63.190.000,00

4.5.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 33.810.000,00 | PAD

4501 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 33.810.000,00
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4500 Pongiiman kelompok dalam Promostpamnaran produk usaha masynrakat di t 650.000,00 | o3
ngkat Km:nmnlnu/DnnlnhINnu!on
4590 | 52 Belanja Batang dan Jana 650.000,00
4501 Penyalenggatann pametan pembangunanipromosi produk usaha masyarakn 28.730.000,00 | o5
Htingkat doan
4591 | 52 Betanja Barang dan Jaag 28.730.000,00
46. Sub Bidang Dukungan Pananaman Modal 3.240.000,00
4699 Lain-lain Keglatan Suly Bidang Dukungan Penanaman Modal 3.240.000,00 | oos
4699 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00
47 Sub Bidang Perdagangan dan Porindustrian 38.245.000,00
4701 Pemeliharaon Pasar Desa/Kios Millk Desa 11.165.000,00 | oos
4701 | 42 Belanja Batang don Jasa 11,165.000,00
479 Pengeloloon pasar desa 27.080.000,00 | 0DS
4791 | 52 Belanja Barang dan Jana 27.080.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDE$AK DE 153.850.000,00
6.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 1.650.000,00
5.1.00 Keglatan Penanggulanan Bencana 1.650.000,00 | oos
51.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 1.650.000,00
5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 1.000.000,00
52.00 Pznanganan Keadaan Darurat 1.000.000,00 | oos
5200 | 54 Belanja Tidak Terduga 1.000.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 151.200.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak. 151.200,000,00 | pos
5.3.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 151.200.000,00
JUMLAH BELANJA 4.176.726.829,00
SURPLUS / (DEFISIT) (63.343.152,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1, Penerimaan Pembiayaan 103.343.152,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 63.343.162,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

3
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
nerrn /)fr] Yy 9,72(')’0.5': /7/,7

Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
tantepus@gmail.com Laman Tepus Gunungiidul go.id

Bintaos,

EVALUASI TERHADAP RANCANG

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 44 /KpTS/2023
TENTANG

AN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

¢

Menimbang

Mengingat

=

TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU TEPUS,

bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan
dengan  kepentingan umum, peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan

Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ientang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
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Pemerintahan merah Srvtmenn Negues  Prp it
Indoresiy Takssn 2054 Komers

Negara  Pegutiis indaienis Nomer 5557 YAnapitnsrs
telabi o3 bt trraltiie denigay '/r/,:,','»f,’nd/:fv netrn 9
Tahun 2014 tentang Verslmnen Yed Uz Atas Undang
Undang Notaor 32 Tahun 2014 ‘ertaty, Pemetintshez,
Daetah(lLembaran Negpra Vepuiik indonesia Tabun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembagssn Negpra Repbiik
Indonesia Nomeor 575);

Peraturan Pemerints tah Nomor 22 Tshun 1930 tentang

Penetapan Mulzi Berlakunys Us vdany-Undang takmm 1950

nomor ; 12 14 dan 15 dari hal Pementukan Daerszn-

Daerah Kabupaﬂm Dzlzm  Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jzwa Berat dan Deersh Istimews
Yogyakariz (Berita Negara Republik indonesia Tahun 1950
Nomor 59j;

Peraturan Pemerintzh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksznzzn Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimzna telah dnibzh dengzn
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 tentang
Perubzhan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tzhun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55558) sebagaimana te!a.h diubah dengan
Peramtan Pemermtah' h 1 4
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§ —
Yegara Repubt

t%‘t‘utang Peg
Kevangan Desa (Berita
ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Pemtu:an Menten Desa, Pe

mbangunan Daerah Tertingal,

dan Transm; $ %
Smigrasi Repubiik Indonesia Nomor 13 Tahun

2023

" tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Ug8unaan Dang Desa Tahun 2024:
Pera :
- furan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
{

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah

I‘\a-sultan:m daa Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah
Istimewg Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Gubernyr Daerah Istimewa Yogyakarta No.34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2C10 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 -

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010 Nomor 2); '

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Nomor 7);
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tr&h Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Mang Penctapan Kalurahan (Lembaran
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tn GU“Ungkzdul Tahun 2019 Nomor 6);
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Tahuy 2020 (0

Tahun 50,

Ducmh Kﬂbup
pcrﬂlUra

np

rah Kubuputcn Gunungkidul Nomor 7

Mang Lyrah (Lembaran Daerah Kabupaten

ahun 2020 Nomor 7);
Per ’
aturan Da

Tahun 50, “rah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
1 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengay,
209 Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-
6 (Lcmbaran

Daerah Kap idul Tahun
2016 Nomor 6); R

Peraturap Bupati g

tenta unungkidul Nomor 24 tahun 2007

Sebagian wewenang Kepala Daerah
embinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
ahan pegy Kepada Camat (Berita Daerah
e Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor S1);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asai
Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tzhun 2018 Nomor 80);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019
tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

dalam p

Pemerint
Kabupat

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019

tentang Penghargaan Bagi
Pemerintahan  Desa  (Berita
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 3

Penyelenggara

i
3
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P Ounungieieul Nomor 73 Tahun 2019

lontn )
M Poddon Organtaanl dngy Tatn Kerjn Pemerintah

l\'uhu‘nlmn (1

" U Dueral Kabupdten Gunungkldul Tabun
A0 Namgy ),

Nomar o8 Tuhup 2019 tentang Jaminan
Otip) l(unnlmlnn

Dan Jaminan fonlal Ketenagakerjoan
Ragl Kepaly Denn, Poranglkal Desa, Dan Otal Perangkat
D ‘

" Movita Digpy, Kabupaton Qunungkidul Tahun 2019

Nomgop O8),

oy Yaisi .
<0 Peratuppn Buapati Gunungkldul Nomor 46 Tahun 2022
fentung Standog Satuan Harga dan Standar Biaya Umurm

, Tahun

Aggnran 2003 (Berita  Daerah  Kabupaten

Qunungkicy Tahun 2022 Nomaor 46);

MEMUTUSKAN
Menetapkan

MisdndY Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang
Anggaran Pendapatan  dan Belanja Kalurahan Tahun
Aunggaran 2024, adalah sebagai berikut :
I. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
1. Pendapatan Kalurahan ' :Rp 4.333.585.877
2. Belanjn Kalurahan ! :Rp  4.366.783.424
Surplus/ Defisit setelah perubahan  : Rp (33.197.547)
3. Pembiayaan Kalurahan
A. Penerimaan Pembiayaan :Rp 73.197.547
b. Pengeluaran Pembiayaan :Rp 0
Selisih Fembiayaan (a-b) :Rp 73.197.547
SilPA tahun anggaran berjalan : Rp 73.197.547
KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan

Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dalam
Keputusan ini.



N,

TXENTAT

SELIMA

o O W RS e Woe

! —— ) “‘*‘wmm'nmmwm.f”




6102
unyey |G JouoN dnqisd uebBusp
yegnip yew) euewebeqss es86(Q
uebuensy  ueejopbuoyd  uewopad

Buews gLoz unyey L9 JowoN npjem jede) uesnye||p (exady Buejus)

leyod ueBueousy uenfeBued yeedy | 'z

dnqisd (g) 1ehe Ly |esed ueyiesepiag | o P
Bl N deyBus| e180es UBYBIN|EY| LJEp BW|Ie)p
e — ¥‘ ___Usuinjop uedeyBus@yisen | | A yel@) (senjeaz uswnyog enwes uyexedy | ‘L)
et i i e o o - seyjefo uep jsessjujwpy yodsy ‘1
, MvalL| VA
NVONYYILIN ISYMIZIMIA LY == ‘0
R 4\ B s O ._< NVIvNS3say NINOJWOX NVa M3dSY N
oryvHoOAIs : NVHYHNTYA
SNd3aL:  NOMINVAYA
TNAINONNNND ! NILVINGYH
£20Z NYHYOONY NNHVL

1PMEadV ISYNTVAI ¥VEN3T

£20Z2 NYHVOONY NNHV.L
NYHVENTYY YINVIE8 NVA NVLVAVYANId NYHVYOONY ONV.INZL

OrydvHOAIS NYHVENTYI NVENLVEId NYONVONYY dVAVHYIL ISYNTVYAT ONVINIL
_ €202 ¥39N3S3A 8Y TVOONY.L

€20Z/S.Ld)/ b HOWON

TNAINONNNND NIALYINEYA

SNd3IL NMINVd NVSNLNdIA

I NVHINdWYT



b

esaq ueynbung Bueyue) g0z unyel
¢ Jowop olieyopls essq ueinjesad |
€20z uerebbuy unye] ueyeinjey ekeig

ueyeinjey|
ueinjelsd wejep Jnelp yes) uep (69

eie0as ueyjedepip elas sijsijeal uep [euoisel
ueyeinjey| ||sy uejedepuad uep Jaquinsiaq
M BfuedA  uejedepuad  Isewsd

uelefbuy euesuay Bueyus) zzoz unyey
\ Jjowou ofieyopls ueyelney| ueinjelad

6l10Cc unyej \g
., JowopN dngqiad uebusp uebusp yeqgnip
“ yejsy euewiebeges essq uebuenayy
{ uee|olabuag uewopad bBueysy gLOZ
| unyel 19 sowoN nppibunung dngiad

yexedy | ‘e'2'¢
sfisljeay

S uep |euoisey uejedepuad Isewnss yeyedy | 'z'z'2
uebuepun

-Buepuniad ueinje;sd uebusp lensss
M yeje) uejedepuad sod uejedutauad yededy | "1°2°Z

esaq wnjnHy

¥nNpoild ueunsnAuad uyal bBuejusy
$10Z unye] | JowopN dngiad uep esag
wnynH ¥Npold ueynusquad Buejus)
- 10z unye] { JowopN |[npybununs eplad

¥20c unye|

uejedepuad ‘22

ueBuepuniad uenuajey uebuap lensas
yed) |exady Buejus) [exiad uebueouey

ueyeinie)dMy bueyiay €zogz unyel
£ JowopN olieyopis ueyein|eyj ueinjelad

N (Buiyesg  |ebe7) ueyseN ejel  yejedy

ueeuaylaq
unye} ueyeinEMddy uesylesepiaq unsnsip

p |eMady Buejusy |exiad uebueouey yeyedy

L
wnwn =4
[EyadV Jnpiniis uep uexefigay %adsy

1ensas yea L.
: seyjeBa uep 1selsiulWpY Yadsy ueindwisaM
\ - ¥20z unuel |exadyv bueusy
,,_, exiad uebuesuey uelexedsiuag
\ esaq ueeiemehisnuiiad uepeg | uep ueseyequiad eysnueg
N //Mu.rﬁl...w.w.,. [T UNUE ) ] I0WoN emRg yesenmelsnu

\sey eieoy eyiag

[eMgady Suejua) iexiad uebueouey

M nejedsAuaw ye|y  |eysnweg yeyedy e _L

ol



ueyjesepieq eueq ueeunBbued yexedy | ‘6°€'2

pedng uexajlemp
Bued uejelBoy enwes uexyiebBuebusw
yeley leydady wejep yexedy | ‘8'€'2

. / / / /__mmz iBeg 'qay 'eseq eueq) eAulequns
~ p

siBoj uej|iseyip
prrob-qeyinpybununb qus S ueye Buek jndjno uebuep efuepg ISeXOY | 'L'€°C
nedng ueinjelad wejep uexae}s)p
BueA 1ensas ueysebbuelp |[exsnweg ejobbue
M ynun |euojsesado uep uebuelun) ueiesag | '9'€'2
nedng ueinjelad wejep uexdejayp
. Buek ienses ueyeiney Buowed uep
| . p yein uebuefun uep dejlig uesessq yeedy | 'g'e'¢
| |Bsisnueg |euoiseladQ uep uebuelun] ‘¢
ueyeln|ey| ueyejuliawad |euoiselado 2
A ueyein|eyj Buowed
,.. uep yeinq uebBuefuny uep deyis ‘L
“ : yymun ueyeunbiadip Ay Uep Jequnsiaq
{ Buek o0 xeAueq Buled [eMgady welep
“ M ueydejayp Buek ueyeinjey eluelag yededy | ‘v’
i

— . .
i
\
|
‘_
1
L
|
]

(s1ealyinw)
uelebBue unye) (njes) | Lep yigs| ueynyelp

M Buek uejeiBeywelbord epe  yejedy | ‘€'€'C
esa(g uebueuamay Buejual 6102 unyel Ueyeinjey uebueuama)| uebusp 1ensas Ye|s)
Z JowopN olieyopis esaq ueinjeidd ueyeiney| efuejeg uejelbay enwas yexedy | 2°€'C
nyejaq buek
uebuepun-Buepuniad ueinjeldd lensses
. M yejey efuejeg sod uejedwouad yededy | 'L'eC
{ I , eluepg | €2
. snsi|eal
uebuenay) uemuegq uep {euoisel 1ajsuel) eueq Uep Jaquinsiaq

uep J9jsuely  eueq expul  nBed N Buek uejedepuad |Isewsa yeyedy | v'Z2'2




UEDETIaC U

“(b20z QQ 1sexoly Buejua) WNdY) nyepaq buek
~d weD rguS ensas ‘meyipul nBed ensas ‘efuueynjuruadsy uebuap euepiequing ueyinsaAuaw Jebe ueyein|ey yejuuawad

-efuusymuruaduebuap 1ensas ueyeunbiadip sebe edig ‘uejeliaq unyej 1p BJ|IS yedepiaj

‘rueqis}

wEErTEy Suoo=g vsp wEe degs ueresaq uebusp rensas ueyeinEy Buowred uep yein iI€eq [eisog ueulwer yodse depeujia) Is)a10) uenyelel
‘medrs CErTEsg ween ussdsyan Susk ensss usyeiney Suowred uep yein uebuelun) uep deyis ueresag jadse depeyss) Isya10) uemielel

 [EMEdY Inpinas uep uexefigay] yadsy uej

ek njas |
“uexeunbip yeje} eAuwnfegas unye} VdIIS
yeede ‘[e)gdy UByeqnad ISEn|eAs eped

-efuwnjagas ueseEbue unyey
vdlls 1edepis) ueefeiquad ueewususd
sod eped ‘|eMgdy ueueqniad Isen|eAs eped

“BUESN UB)eAR[S) ie|iu iynuawsw |
uep ueyeinje)y| ueinjelad Injeew uexdeRup
uep uebuzpun-Buepunsad ueinjerad
uebusp 1ensss yel@) ueyelnelNNg
eped |epows ueepalAuad yeyedy |

vs | s ——— | . cr——— e ———

ueyeiniexliNng
eped [epoui ueeushuad ymun
ueefeiquad uesenpbuad sod epe yeyedy

Yve

| ‘ueyein|ey ueinjeiad weiep ueydelsyip
yejs) uebuepen eueq ueynuaquad yexedy

eve

‘uebuepe) eueg ueynjuagqutad ¥njun
: ueefeiquiad uerenebuad sod epe yeyedy

cve

‘nyepaq buek uebuepun
-Buepuruad ueimesad uebusp Iensss
yejs) ueekeiquiad sod uejedwauad yeyedy

ueehelquiad

Lve
e

!

“epe buek isejnbas uebuap 1ensas ye|a)
(p ‘usiedngey yejuuswad uep uebuenay

|
i
\
\
|uemueg ‘yesseq isngujey  uep  yefed




ueyeinjey Dileqsadip yMun uexliequwaIa _ _

nedng infnjasip 3njun uejsnislia _H_

: isenjeAd |liseH
: [eb66uey uesne|lp Isenjeas




l | [ ammo]_
WVSIONIIN NVVAVIX NVA LVHNNVA 'VNVYONIE NYONVINOONVNId ONVaIE
| e Il

h<v_<¢<>w<s_z<<><ommmsmuoz<o_m
| dnyng] 1L
_

I NVLVHVHVASYWIN NVVNIEW3d ONVAI8
VS3a NVHV.INRIGWId NVVIVOONIIHANIJ ONVaIE

dnyng|

P

veyinEy Buowed
wep vy veSueluny uep ders veluap rensas wniaq ueyeinjey buowed uep yein uebuefun)
vevempey Buoweg uep yein 16eg ferscs uveunusn| uep dejis uetuap jensaes wnjaq ueyeine Euowed ueyeinjey buotued uvep yein ueyein|ey Guowed
J iwepalusd vrrrsag depeysR) ISIAa) vexnyeraw Jeby] uep yesn 16eq jeisog veuer ueepakuad uriesag 16eq |eisos veujuler uee|paiuad uelesag| uep yeinT 16eq |eisog ueujwey ueepaiudd| 2
#2002 v Buowed je)s dejey $202 V.1 Bucuied
wedy vep Budwed jEe3S8 ueyesyEY Suowed ‘yesny Jeis deja) yedn vep buotued jejs ‘ueyeinjey
ggrs vereseg vedn2uad Burjuy nedng veimerad| Buowed ‘yesn dejjg uelesag uedejauad buejua)
veSuen renses veyesyey Buowed vep yesny uebuefuny| yedng uemnjesad uebuap 1ensas wnjaq ueyesniey ueyeJin|ey Buowed veyelinjey Buowed tep yein uebuefuny
urDd ceys vrsesag depeyss; Isiaas ueynyerew Jeby|  Buowed uep yenny uebuefuny uep dejis yelesag uep yesn uebuefun] uep dejjig uesesag uep deje) uejiseybued ueepaluad| |
VS3d NVHVLININIW3d NYVEVYOONITIANId ONvalg
ISYGNIWOX3¥ | NVLIVLVO | ISIAIY I NVLVIO3IN | ON
¥eoe - NVHVOONY NNHV.L
SNd3l: ) NOMINVAVYA
NVYHYENTVA

ordvHodais -

€20Z NNHVL NYHVIN IV VANVT38 NYA NViVdVAaN3d NYHVIONY NVONVONVY ISYNTVAS
202 NYHVOONY NNHVL

NYHYHNTYY VINY138 Nvad NVYLYdVYAN3d NVHVOONY ONVINIL
<O<Imm_._w<3._<>m02<.~.zw._.

OrYvYHOQIS NYHYHNTYY NYHNLYH3d NVONVONVY d
£z0Z ¥3aW3S3A & TVOONVL
£20Z/SLd/ Ht> HOWON
INARIONNNND NILVYdINEVH

SNd31 NMI3NVd NvSNLNd3X
I NVHIdWYT



80g'S ‘nmiseln s [uehuy 1tag|e

.

oelusing buepuy|Z

Pt S OUSNG OHT) Moy if i

_,,

|




KAB&):&IEEI GUNUNGKIDUL
PE WON TEPUS
MERINTAH KALURAHAN SIDCHARJO

U’Q'ﬂ&(b' nm«n_Z 'r)g wnea .ﬂa na M{ ne

: Bintaos, i i

_Email: sidohariotepye s 12, TePUS. Gunungkidul Kode Pos 55881
3. 1949@qmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

3 BERITA ACARA PENETAPAN

ERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO

. TENTANG
N NCANA XERJA PEMERINTAH KALURAHAN 2024
omor : !
i : O /PemKal.Sdh/ X1/ 2023
o .
mor ] /Bamuskal.8dh/ XI1/ 2023

; Pada hari ini Jum’at tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun
dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus

Kabupaten Gunungkidul telah diadakan acara Rapat Bersama Pemerintah

Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo, menetapkan
kesepakatan bersama terhadap Feraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024

Rapat/ sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah Sidoharjo beserta
Pamong, Ketua Bamuskal Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Dalam rapat/ sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan
menetapkan adanya Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Tahun 2024
Demikian Berita acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan,

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sidoharjo,ngescmber 2023




KABUPATEN GUNUNGKIDUL

N KAPANEWON TEPUS
S PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
\\_},".' «Qgﬁgg\fmnl'n;'wwﬁmn.u{m

. Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
I Emall : W%M Website: sidoharjo-tepus.d%a‘ld
DAFTAR HADIR

Hari ¢ Jum’at

Tanggal : 29 Desember 2023

Jam ¢ 13.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

Acara . Penetapan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024

No Nama Jabatan Alamat | Tanda Tangan
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